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BAB III 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Panggungharjo Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakartandapat disimpulkan dalam pelaksanaan 

kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik telah dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. dalam pendaftaran tanah secara sporadic dapat 

dlaksnakan dengan mengajukan permohoanan langsung kepada kantor Pertanahan 

dengan membayar biaya administrasi serta melampirkan syarat – syarat dalam 

proses pendaftaran tanah, jika dalam persyaratan sudah terpenuhi secara 

keseluruhan maka berkas akan diproses lebih lanjut sampai terbit dan 

diserahkannya sertifikat kepada pemohon dalam jangka waktu kurang lebih 3 

bulan. Berdasarkan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pendaftaran 

tanah di Desa Panggungharjo yakni, kendala biaya dalam melaksanakan 

pendaftaran tanah secara sporadic, pendapatan masyarakat yang rendah, kurangnya 

kepahaman masyarakat tentang pendaftaran tanah dan prosedur sulit dan berbelit. 

Kekuatan pembuktian terhadap sertifikat telah sesuai peraturan pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 sebagai dasar pengaturannya. 
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B. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan bahwa penulis mengambil 

kesimpulan dari data dan informasi yang telah di analisa, maka ada beberapa saran 

yang dapat diberikan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang mungkin dapat 

dijadikan masukan untuk proses pelaksanaan agar dapat dilaksanakan dengan baik. 

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa serta kantor pertanahan kabupaten 

bantul lebih meningkatkan kinerja dalam hal sosialisasi dengan memberikan 

penyuluhan informasi pendaftaran tanah mengenai pentingnya data pertanahan 

maupun memberikan informasi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh 

pemohon apaila warga desa ingin melakukan permohonan pendaftaran tanah, 

seingga tidak terjadi hambatan dalam permohonan. Sehingga dalam kegiatan 

pendaftaran tanah ini masyarakat sangat penting demi kepastian hukum terhaap hak 

atas tanah. Kemudian masyarakat diharapkan turut aktif dalam usaha kegiatan 

pendaftaran tanah agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum kepada pemegang hak atas tanah. 
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